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SALINAN PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Skr
Sk 7
Sl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang

diajukan oleh;

SIYANTO BIN MUJI, NIK 3513240107680063, lahir di Probolinggo, 01 Juli
1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di XXXX XXXXXXXXXX, XX XXX,
XXXXXXXXX  XXxxxxxX, Kabupaten Sukamara, XXXXXXXX
XXXXXXXXXX — XXXXXX, yang berdomisili elektronik di
bpkhsiyanto@gmail.com, sebagai Pemohon I;

dan

SUTI BINTI NASUKI, NIK 3513245503800001, lahir di Probolinggo, 15 Maret
1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di
KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH, yang berdomisili elektronik di
bpkhsiyanto@gmail.com, sebagai Pemohon Il;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon |l serta saksi-saksi

di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
tertanggal 24 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukamara dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 24 Februari
2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin
tanggal 21 Maret 1994, di rumah orangtua Pemohon Il yang beralamat di
Kesut, xx xx4, RW 002, Desa Lambangkuning, Kecamatan Lumbang,
Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah orangtua
Pemohon Il yang bernama Nasuki dengan mas kawin berupa uang tunai
sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi
masing-masing bernama Misnamar (Kakak Ipar Pemohon [) dan Sanusi
(Kakak Ipar Pemohon II) dan pihak keluarga.

2. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus lajang dan Pemohon Il berstatus
gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun
semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai
sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri,
sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang
membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa
keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak
yang bernama Muhammad Luthfiyan bin Siyanto lahir Probolinggo pada
tanggal 22 Mei 2000, yang sekarang berumur 22 Tahun;

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini
adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon |
dan Pemohon II;

7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cqg. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan

sebagai berikut:
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Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (SIYANTO BIN MUJI)
dengan Pemohon Il (SUTI BINTI NASUKI) yang dilaksanakan pada hari
Senin tanggal 21 Maret 1994, di rumah orangtua Pemohon Il yang
beralamat di Kesut, xx xx4, RW 002, Desa Lambankuning, Kecamatan
Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Skr,
tanggal 24 Februari 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara,
telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan

Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon |
dan Pemohon Il datang menghadap di persidangan;
Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon | dan

Pemohon I, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon | dan Pemohon
Il telah menyerahkan bukti sebagai berikut:
A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | dengan NIK
3513240107680063, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1,
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il dengan NIK
3513245503800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang
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ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2,
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Bukti Saksi
1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, yang di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

— Saksi mengenal para Pemohon, namun tidak mengetahui
pernikahan para Pemohon;

— Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon 1l menghadap
di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

— Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon II
menikah, hanya tahu dari tetangga bahwa mereka sudah menikah
dan sebagai pasangan suami istri;

— Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di rumah orangtua
Pemohon Il di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur,
sekarang tinggal di Karta Mulya, XXXXXXXXX XXXXXXXX sejak tahun
2017;

— Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa saksi tahu selama ini keadaan rumah tangga Pemohon |
dan Pemohon Il rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;

— Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak yang protes
atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat
mengenai perkawinan Pemohon | dengan Pemohon II;

— Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon | dan Pemohon Il beragama
Islam dan tidak pernah murtad,;

2. SAPTO AJl bin WAGINO, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Xxxxxxxxx Xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT

PIHAK, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:
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— Saksi mengenal para Pemohon, namun tidak mengetahui
pernikahan para Pemohon;

— Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il menghadap
di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

— Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon I
menikah, hanya tahu dari tetangga bahwa mereka sudah menikah
dan sebagai pasangan suami istri;

— Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di rumah orangtua
Pemohon Il di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur,
sekarang tinggal di Karta Mulya, XXXXXXXXX XXXXXXXX sejak tahun
2017;

— Bahwa saksi pernah main ke Probolinggo, namun tidak pernah
main kerumah Pemohon | dan Pemohon II;

— Bahwa saksi tahu, Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

— Bahwa saksi tahu selama ini keadaan rumah tangga Pemohon |
dan Pemohon Il rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;

— Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak yang protes
atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat
mengenai perkawinan Pemohon | dengan Pemohon II;

— Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon | dan Pemohon Il beragama
Islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon | dan Pemohon Il telah
menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu
apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk semua hal
ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam
perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara
dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang
secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon 1l telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara sebanyak
satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai
dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal
4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh
permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo
dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon |
dan Pemohon Il untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama
dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis
tersebut Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan pernikahannya tidak tercatat
di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang
diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah
hukum XxxxXxxxXxx XXXxXxxxx, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang
telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285
dan 301 R.Bg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan
telah pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan yang diantara isinya menerangkan tentang
agama dan tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon IlI, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Sukamara berwenang

memeriksa dan mengadili perkara a quo;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan
terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon |
dan Pemohon Il harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai
ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang menurut
keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 21
Maret 1994, dirumah orangtua Pemohon Il yang beralamat di Desa Kesut, xx
xx4, RW 002, Desa Lambangkuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, tidak dicatatkan pada KUA setempat,
sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki bukti perkawinan berupa
Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon |
dan Pemohon Il di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang
bernama SAKSI 1 dan SAPTO AJl bin WAGINO, yang telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang
duduk perkaranya penetapan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui
mengenai prosesi perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il, karena
saksi-saksi tersebut mengenal Pemohon | dan Pemohon Il sudah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui
prosesi perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon IlI, namun saksi-saksi

tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan
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dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon | dengan Pemohon II, yang
dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dianggap bahwa dengan tidak
adanya gugatan atau protes dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yang sah;
Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il mengenai wali nikah, saksi nikah, ijab kabul dan maskawin yang tidak ada
satu orang saksipun yang dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, yang
mana hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi saksi yang benar-benar
menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dapat dihadirkan di persidangan, maka untuk dapat membuktikan kebenaran
dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, Majelis Hakim
berpedoman pada pendapat ulama yang terdapat pada beberapa kitab figh
yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai
berikut;
1. Kitab Minhajut Thalibin jilid Ill, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut:

Bao oh AL B 3] Sy

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang
laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang
mempercayainya;

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai

berikut:

e ptaly Jyod o adoy, g s S33T0) Jo ASG Gyl 3,

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan,
harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti
adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian sebagaimana diuraikan di
atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut ajaran agama

Islam pada tanggal 21 Maret 1994, dirumah orangtua Pemohon Il yang
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beralamat di Kesut, xx xx4, RW 002, Desa Lambangkuning, Kecamatan
Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

— Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il yang
bernama Nasuki, disaksikan oleh beberapa orang di antaranya adalah
Misnamar dan Sanusi;

— Bahwa ijab kabul diucapkan antara ayah kandung Pemohon Il dengan
Pemohon I;

— Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

— Bahwa sebelum Pemohon | dan Pemohon Il menikah, Pemohon | berstatus
bujang dan Pemohon Il berstatus gsdis serta diantara keduanya tidak ada
hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang
menjadi penghalang bagi Pemohon | dan Pemohon Il untuk menikah;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tidak pernah
pindah agama;

— Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai

perkawinan Pemohon | dengan Pemohon II;
Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa penjelesan Pasal 49 Ayat (2) angka 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) dan
(3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang
dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat
dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut
tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il dilangsungkan pada tahun 14 dan perkawinannya itu tidak
dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut
dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu seperti adanya
hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang harus dilindungi atau
adanya kepentingan lain yang mendesak dan demi terjaminnya ketertiban

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan serta pada perkawinannya tersebut tidak terdapat halangan
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (vide Pasal 7 Ayat (3) huruf e
Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk
mempertimbangkan permohonan yang Pemohon | dan Pemohon Il ajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan
Agama Sukamara mengitsbatkan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon II,
perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang
hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang
dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila
perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu
perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan
dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami;

b. Calon istri;

c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi;
e. ljab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang
diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad
SAW bersabda:

Jas bty dp V) A Y B ey ade A oo A sy o o 0 00 (0
(s o Sy Jbe e o))

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah
sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi
yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan

wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab,
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semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita
yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa
iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain,
dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah
ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain
kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili’an.
Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki
empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Bagarah ayat
221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa’ ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi

Hukum Islam;
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Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari
wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih
baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran. (Q.S. Al-Bagarah 221);
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Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara
yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (Q.S Al-Bagarah 228);
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Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka
tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk
kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya

kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (Al-Bagarah. 230);
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Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan
isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah)
empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya,
maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat
terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang

kamu perbuat. (Q.S Al-Bagarah 234);
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Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang
ditempuh). (Q.S An-Nisa 22);
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Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki,
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan,
ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan,
ibu-ibu isterimu  (mertua), anak-anak isterimu yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka
tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu)
isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah
terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa 23);
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Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain

yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk

dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,

sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa 24);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam
ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7
ayat 3 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk
menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain
melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat,
pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan
faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan
anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk
dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim
berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut
ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut diatas guna menghindari
dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan
daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (maslahah),
sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi:

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan";
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas,
dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat
bahwa perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi
syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan
tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan
perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab gabul, pada perkawinan
tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena
hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama,
ataupun halangan atau larangan lainnya, oleh karenanya permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il untuk disahkan perkawinannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2
Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal
perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,
pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, dengan
demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon |
dan Pemohon Il dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il atau di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon II;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i dan segala ketentuan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Penetapan
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Ii;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret
1994 di Desa Kesut, xx xx4, RW 002, Desa Lambangkuning, Kecamatan
Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Kami
Ahmad Satiri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.l., dan
Adeng Septi Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan
tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sogiannor,
S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

TTD

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
TTD TTD
Erik Aswandi, S.H.I. Adeng Septi Irawan, S.H.
Panitera,
TTD
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 80.000,00
3. Panggilan ‘Rp 0,00
4. Meterai > Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).
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